
c. bahwa berda.sarkan pcrtimbanga.n sebagaimann 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu 
menetapkan Pt:raturan Bupati Purworejo tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformosi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn 
Purworejo; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 temang 
Pembentukan Daerah-<laerah Kabupatcn DaJam 
Ungkunp.n Propinsi Jawa Tcngah; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun ?.008 tentang 
'Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembarun Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik lndonc:aia Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tent.ang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lcmboran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pclayanan Publik (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Pcraturan Pemerintah Nomcii· 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara I 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Y 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 I); 

b. bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi pubhk 
scbagalmana dimaksud peda huruJ a, perlu didukung 
dengan pcdoman pcngclolaan pelayanan informasi den 
dokumentasi yang lengkap, akurat dan akuntabel; 

a. bahwa ketcrbukaan infonnasi publik yang 
dilaksanakan scsuai peraruan perundang-undangan 
merupakan samna dalam mcngoptimalkan partisipasl 
dan pcngawasan masyarakat dalam pcnyelenggaraan 
pcmerintahan ynng baik, terbuka don akuntabcl; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

Mcngingat 

Menimbang 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 25 TAHUN 2012 

BUPATI PURWOREJO 

•• [SALINAN] 
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Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Oaerah adalah Kabupaten Purworcjo. 
2. Pcmerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah oleh Pemerintah Oaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya da1am sistem dan prinsip Negara Kesatuan Rcpublik 
Indonesia scbagaimana dimaksud dolam Undang·Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pcmerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerah scbagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Purworcjo. 
5. Satuan Kcrja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Daerah di lingkungan Pcmerinlah 
Kabupaten Purworejo. 

6. lnformasi adalah kctcrangan, pcmyataan, gagasan, dan tanda-tanda 
yang mengandung nilai, rnakna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam bcrbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
tcknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 
elektronik. 

7. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat 
dan/atau yang diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan 
kegiatannya baik tertuhs di atas kcrtas atau sarana lainnya maupun 
da1am bcntuk apapun yang dapat dibeea, didengar, atau dilihat, 

8. Dokumentasi adalah pcngumpulan, pcngolahan, pcnyusunan, dan 
pencatatan data, catatan dan/atau keterangan untuk bahan informas] 
publik yang dibuat dan/atau diterima badan publik. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN PELA YANAN INPORMASI DAN 
DOKUMENTASI OJ LINOKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Keterbukaan lnfonnasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

7. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan 
Dokumcntasi di Llnglrungan Kemcnterian Dalam 
Negeri dan Pcmcrintahan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinlahan Daerah 
Kabupaten Purworcjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworcjo Tahun 2008 Nomor 4); 

., 
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9. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau ditcrima oleh suatu Sadan Publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan ncgara dan/atau 
penyclenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya scrta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

10. Akses lnformasi adalah kcmudahan yang diberikan kepada sescorang 
atau masyarakat untuk memperolch informasi publik yang 
dibutuhkan. 

11. lnformasi Non Publik yaitu informasi yang penggunaannya ditujukan 
pada lingkungan terbatas khususnya sesarna Badan Publik maupun 
internal Badan Publik. 

12. lnformasi Strategis yaitu informasi yang digunakan oleh Kcpala Sadan 
Publik dalam mengambil kebijakan/keputusan yang iepat. 

13. Badan Publik adalah SKPD atau instansi di li.nglrungan Pemcrintah 
Dacrah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dcngan 
penyelenggaraan Pcmcrintahan Daerah, yang scbagian atau seluruh 
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 
nonpemerintah scpanjang scbagian atau seluruh dananya bcrsumber 
dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dacrah, sumbangan masyarakat, dan/atau 
luar negeri. 

14. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk 
mcnduduki posisi atau jabatan tertentu pada Sadan Publik. 

15. Pejabal Pengelola lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 
disingkat PPID adalah pejabat yang tcrtanggung jawab dalam 
pcngumpulan, pendokumentasian, pcnyimpanan, pcmeliharaan, 
penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Pemcrintahan 
Daerah. 

16. Sadan Koordinasi Hubungan Masyarakat dan Pcngclola Data 
Elektronik adalah forum koordinasi dan kcrjasama antar personil 
Hubungan Masyarakat dan Pcngolah Data Elektronik pada Sadan 
Publik dalam mengclola informasi non clektronik dan clektronik. 

17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, 
atau badan publik. 

18. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi 
publik sebagaimana diarur dalam peraturan perundang-undangan. 

19. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan 
· hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
20. lnformasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakscs 

oleh Pemobon lnformasi Publik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Ketcrbukaan lnfonnasi Publik. 

21. Pengklasifi.kasian lnformasi Publik adalah penetapan informasi sebagai 
informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang 
Ketcrbukaan lnfonnasi Publik. 

22. Pengujian Konselruensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang 
timbul apabila suatu infonnasi diberikan kepada masyarakat dengan 
mempertimbangkan secara seksa.ma bahwa menutup lnfonnasi Publik 
dapat melindungi kcpcntingan yang lebih besar daripada membukanya 
atau sebaliknya. 

23. Jangka Waktu Pcngecualian adalah rentang waktu tcrtentu suatu 
lnformasi yang Dikccualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon, 
lnformasi Publik. 

,1 

... 
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Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
memperhatikan hal-hal scbagai berikut: 
a. merupakan aktivitas penghimpunan infonnasi dan dokumen kcgiatan 

yang telah, scdang. dan yang akan dilaksanakan Badan Publik; 
b. informasi dan dokumen yang dikumpulkan adalah infonnasi yang 

berkualitas dan rclevan dengan tugas pokok dan fungsi Baden Publik; 
c. infonnasi dan dokumcn yang dikumpulkan bersumber dari pejabat 

publik serta arsip statis maupun dinamis yang terkait dengan tugas 
pokok dan fungsi Badan Publik yang bersangkutan; 

Pasal 5 

Bagian Kcdua 
Pengumpulan 

Badan Publik mclakukan pengelolaan informasi dan dokumcntasi sccara 
baik, konsisten dan bertanggungjawab melalui kegiatan yang meliputi: 
a. pengumpulan; 
b. pengklasifikasian; 
c. pendokumentasian; dan 
d. pelayanan. 

Pasal 4 

Badan Publik mcmpunyai kewajiban melaksanakan pengelolaan 
pelayanan informasi dan dokumentasi secara ccpat dan tepat waktu, 
biaya ringan, dan sederhana. 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB UJ 
0PENGELOLAAN 

PELAYANAN INFORMASI Df,N DOKUMENTASI 

Ruang Lingkup pengaturan dalaJn Pcraturan Bupati ini meliputi : 
a. pengelolaan pelayanan infonnasi dan dokumentasi; 
b. PPID; 
c. Tim Pertimbangan Pelayanan lnfonnasi; 
d. hak dan kewajiban; 
e. akses informasi dan dokumentasi; 
r. informasi yang dikecualikan; 
g. pertimbengan tertulis kebijakan badan publik; 
h. pengk1asilikasian infonnasi dan jangka waktu pengecualian terhadap 

infonnasi yang dikecualikan 
i. pemohon informasi dan dolrumentasi; 
j. pendanaan. 

Pasal 2 

BABll 

RUANO LlNOKUP 

• 
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(1) Infonnasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 huruf a angka I meliputi: 
a. informasi tentang profil Sadan Publik yang meliputi : 

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat 
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan 
fungsi Sadan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya; 

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil 
singkat pejabat struktural. '- 

Paragraf2 
lnfonnasi Yang Bersifat Terbuka 

Pasal 7 

(1) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibagi 
dalam 2 (Dua) kelompok yaitu: 
a. inforrnasi yang bersifat terbuka yang terdiri dari; 

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
2. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta 

,. merta; dan 
3. infonnasi yang wajib d.isediakan dan diumumkan setiap saat. 

b. informasi yang dikecualikan. 

(2) lnformasi yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a, dapat dilaksanakan melalui media massa atau media 
elektronik di Daerah. 

Pasal 6 

Paragraf I 
Umum 

Bagian Ketiga 
Pengklasifikasian 

d. pengumpulan informasi dan dokumen dilaksanakan dengan 
memperhatikan tahapan sebagai berikut: ' 
1. mengenali tugas pokok dan fungsi Sadan Publik; 
2. mendata kegiatan yang d.ilaksanakan Sadan Publik; 
3. mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan; 
4. membuat daftar jenis - jenis informasi dan dokumentasi. 

e. setiap informasi dan dokumen yang dikelola merupakan satu kesatuan 
informasi internal pada masing-masing Sadan Publik; 

f. setiap informasi dan dokumen pada Sadan Publik merupakan tanggung 
jawab pimpinan pada masing-masing Sadan Publik; 

g. setiap informasi dan dokumen yang ada dan/atau dimiliki oleh pejabat 
publik pada masing-masing Sadan Publik diserahkan kepada masing­ 
masing Kepala Sadan Publik melalui Sekretariat Pengelola lnformasi 
dan Dokumentasi yang ada pada masing-masing Badan Publik; 

·h. setiap pejabat publik harus membuat catatan pelaksanaan kegiatan 
secara elektronik maupun non elektronik selanjutnya disampaikan 
kepada masing-masing Kepala Sadan Publik melalui Sekretariat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada pada masing-masing 
Sadan Publik; 

i. setiap infonnasi dan dokumentasi yang diterima oleh Kepala Sadan 
Publik dikelola dan disediakan untuk PPID dalam rangka pelayanan 
informasi. 

... 
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b. ringkasan infonnasi t.entang program dan/atau kegiatan yang 
sedang dijalankan dalam linglcup Badan Publik yang sekurang­ 
kurangnya terdiri atas: 
1. nama program dan kegiatan; 
2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor 

tclepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; 
3. target dan/atau capaian program dan kegiatan; 
4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 
5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan 

jumlah; 
6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; 
7. infonnasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak­ 

hak masyarakat; 
8. infonnasi t.entang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat 

Badan Publik; c· 
9. infonnasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan 

Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk 
umum. 

c. ringkasan informasi tcntang kinerja dalam lingkup Badan Publik 
berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang 
dijalankan beserta capaiannya; 

d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 
I. rencana dan laporan realisasi anggaran; 
2. neraca; 
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang 

disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; 
4. daftar a set dan investasi; 

e. ringk.asan laporan akses infonnasi publik yang sekurang-kurangnya 
terdiri atas: 
1. jumlah pennohonan infonnasi publik yang diterima; 
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap pennohooan 

infonnasi publik; 
3. jumlah pennohonan informasi publik yang dikabulkan baik 

sebagian atau seluruhnya dan pennohonan infonnasi publik yang 
ditolak; 

4. alasan penolakan permohonan infonnasi publik. 
f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang 

mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh 
Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang­ 

undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam 
proses pembuatan; 

2. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau 
kebijakan yang tclah disahkan atau ditetapkan. 

g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, 
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian 

. sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung 
' jawab yang dapat dihubungi; 

h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang 
atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik 
maupun pihak yang mendapa.tkan izin atau perjanjian kerja dari 
Badan Publik yang bersangkutan; 

r 
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a. Daftar lnfonnasi Publik yang sclrurang-kurangnya memuat: 
1. nomor; 
2. ringkasan isi infonnasi; 

(1) lnformasi yang wajib discdiakan dan diumumkan setiap saat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 yang terdiri 
atas: 

Pasal 9 

(3) Standar pengumuman infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sekurang-kurangnya mcliputi: 
a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; 
b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat 

umum maupun pegawai Sadan Publilc yang rnenerirna izin atau 
perjanjian kerja dari Sadan Publik tersebut; 

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; 
d. tata cara pcngumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; 
e. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; 
f. ca.ra me.ndapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; 
g. upaya-upaya yang dilakukan oleh Sadan Publik dan/atau pihak­ 

pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau 
dampak yang ditimbulka.n. 

(2) Sctiap Sadan Publik yang mengadakan pcrjanjian kerja yang 
kegjatannya berpotensi menga.ncam hajat hidup orang banyak dan 
ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib mcmiliki 
standar pcngumuman infonnasi scrta merta. 

(1) lnfonnasi yang wajib diumumka.n secara serta merta sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 6 huruf a angk.a 2 adalah infonnasi yang dapal 
menga.ncam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum meliputi: 
a. informasi tcntang bencana alam sepeni gempa buml, banjir, tsunami 

kekeringan, kebakaran, kebakaran hutan karcna faktor alarn, hama 
pcnyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian 
antariksa atau benda-benda angkasa; 

b. infonnasi tentang keadaan bencana non-alam sepcrti kegagaJan 
industri atau tek:nologi, dampak industri, ledakan nuklir, 
pcnoemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan: 

c, bencana sosial sepcrti kerusuhan sosial, konflik sosial antar 
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; 

d. informasi tentang jenis, pcrsebaran dan daerah yang menjadi 
sumber pcnyalcil yang berpote.nsi menular; 

e, informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh 
masyarakat; atau 

f. informasi tentang rcncana gangguan terhadap utilitas publik. 

Pasal 8 

(2) Pengumuman secara berkaJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakuka.n selrurang-kurangnya setiap 6 (e.nam) bulan sekali, 

i. informasi tcntang pengumuman pcngadaan barang dan jasa sesuai 
dengan peraturan pcrundang-undangan terkait; 

j. informasi te.ntang proscdur peringatan dini dan prosedur evakuasi 
keadaan darurat di setiap kantor Sadan Publik. 
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3. pcjabe.t atau unit/satuan kerja yang menguasai inforrnasi: 
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 
5. waktu dan t.empat pembuatan infonnasi; 

• 6. bentuk informasi yang tersedia; 
7. jangka waktu penyimpanan atau rctensi arsip. 

b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/etau atau kebijakan 
Sadan Publik yang &e:kurang-kurangnya terdiri atas: 
1. dolcumen pendukung seperti naskah akademis, kajian et.au 

penimbe.ngan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan 
atau kebijakan tersebut; 

2. masuken-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, 
keputusan atau kebijakan tersebut; 

3. risalah repat dari proses pembentuken peraturan, keputusan atau 
kebijakan tersebut; 

4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut: 
5. tahap perumusan pereturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 
6. pereturan, keputusan dan/eteu kebijakan yang telah diterbitkan. 

c. seluruh infonnasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 7; 

d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan 
keuangan, antare lain: 
l. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan 

keuangan; 
2. prolil lengkap pimpinan ciao pegawai yang meliputi nama, 

sejarah kerir eteu posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan 
sanksi berat yang pemah diterima; 

3. anggaran Sadan Publik secara umum maupun anggaran secara 
khusus unit pclaksana teknis serta laporan keuangannya; 

4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Sadan Publik; 
e. Kesepaketan Bersama dan/atau Pcrjanjian Kerjasama dengan pihak 

ketige berikut dokumen pendukungnya; 
f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Sadan Publik dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; 
g. syarat-syaret perizinan, izin yang diterbitken dan/ at.au dikeluarkan 

berikut dokumen pendul:ungnye, dan laporan penaetan izin yang 
diberikan; 

h. data perbendaharaan atau inventaris; 
i. rencana strategis dan rcncana kerja Sadan Publik; 
j. agenda kerja pimpinan satuan kerja; 
k. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang 

dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang 
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangeni 
layanan infonnasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan 
informasi publik serta laporen penggunaannya; 

I. jumlah, jenis, dan gembaran umum pelanggaran yang ditcmukan 
dalam pengawasan internal serta laporen penindakannya; 

m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaren yang dilaporkan 
oleh rnasyarakat serta laporan penindakannya; 

n. dafter serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; 
o. lnfonnasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi 

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau 
penyelesaian sengketa sesuai dengan pereturan yang berlaku; 

p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayal (2) bagi penerima izin dan/atau 
penerima perjanjian kerja; 

q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam 
pertemuan yang terbuka untuk umum. 

.... 



(1) PPID wajib melakukan pengujian konsckuensi berdasarkan alasan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 Undang-Undnng Keterbukaan 
lnformasi Publik sebelum menyatakan suatu lnformasi Publik acbagai 
lnfonnasi Publik yang dikecualikan. 
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Pasal 12 

(2) Pcngldasifikasian akses informasi harus disertai pcrtimbangan tertulis 
tentang implikasi informasi dari sisi politik, ckonomi, hukum, sosial 
budaya dan pcrtahanan dar. keamanan. 

(1) lnformasi yang dikccualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
harus mclalui metode uji konsckucnsi apebila suatu informasi 
dibcrikan serta setclah dipcrtimbangkan dcngan seksama bahwa 
mcnutup infonnasi publik dapat mclindungi kepentingan yang lcbih 
besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

Pasal I 1 " 

(5) Klasiftkasi informasi yang dikccualikan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) tcrcantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(3) Untuk lcbih mcnjamin suatu infonnasi dapat dibuka atau ditutup 
secara objektif maka pcncrapan prinsip tidak mutlak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) buruf c dilengkapi dengan uji kepcntingan 
publik yang mcndasari penentuan infonnasi harus ditutup sesuai 
dengan kcpcntingan publik, 

(4) Pcngklasifikasian informasi yang dikccualikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan olcb PPID bcrdasarkan rckomendasi dari Tun 
Pcrtimbangan Layanan lnforma.si. 

(2) Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengklasifikasikan inforrnasi 
yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
SC bagai beriku t: 
a. kctat artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan 

harus benar-oenar mengacu peda metodc yang valid dan 
mcngedcpankan objektivitas; 

b. tcrbatas artinya informasi yang dikccualikan dibatasi pada 
, informasi tcrtcntu untuk mcnghindari pcnafsiran yang subjcktif dan 

kescwcnangan; 
c. tidak mutlak artinya tidak ada infonnasi secara mutlak di 

kccualikan kctilca kepcntingan publik yang lcbih besar 
mcnghcndakinya. 

(1) Setiap badan publik wajib membuka akses lnformasi Publik bagi 
setiap Pcmohon lnformasi Publik, kecuali informasi yang dikccualikan 
sebagaimana diatur dalam pcraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 10 

Paragraf3 
Infonnasi Yang Dikccualikan 

... 
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(2) Jangka waktu pengecualian scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dikecualikan jika lnformasi Publik terscbut telah dibuka dalam sidang 
pengadilan yang terbuka untuk umum. 

(I) Jangka waktu pengecualian infonnasi publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kcpada Pemobon lnformasi Publik dapat menghambat 
proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (Tiga puluh) 
tahun. 

Pnsal 15 

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana climaksud pada ayat (I) 
pa1ing sedikit memuat: 
a. jenis klasifikasi infonnasi yang dikecualikan; 
b. identitas pejabat PPID yang menetapkan; 
c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang rncnctapkan; 
d. jangka waktu pengecualian; 
c. alasan pengccualian; dan 
r. ternpat dan t.angga1 penetapan. 

(I) Pengklasifikasian lnformasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 13 
ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi. 

Pasal 14 

(2) Penetapan pengkJasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan alas persetujuan Bupati. 

(1) Pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPlD di sctiap Badan 
Publik berdasarkan pengujian konsckuensi secara saksama dan 
penuh ketelitian sebelum menyatakan lnformasi Publik tertentu 
dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. 

Pasal 13 

(4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang 
mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur 
dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik. 

(3) Alasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 
dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan 
tertulis atas permobonan lniormasi Publik. 

(2) PPID yang melalrukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 17 huruf j Undang-Undang 
Keterbukaan lnfonnasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang 
secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang 
menyalakan suatu informasi wajib dirahasiakan. 

•I 
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(3) lnformasi Publik sebagairnana dimaksud pada ayat (I} dan ayat (2) 
dapat dibuka jika: 
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; 

dan/atau 
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan­ 

jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon lnfonnasi Publik dapat mengungkap 
rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang 
dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. 

(1) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka 
dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh 
pimpinan tertinggi Sadan Publik yang bersangkutan. 

Pasal 18 

(4) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat merugikan 
kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu 
yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan Juar 
negeri. 

(3) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat merugikan 
ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang 
dibutuhkan untuk perlindungan kctahanan ekonomi nasional. 

(2) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Jnformasi Publik dapat mengungkapkan 
kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang 
dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia. 

(1) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan 
cilberikan kepada Pemohon Jnformasi Publik dapat membahayakan 
pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu 
yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan 
negara. 

Pasal 17 

Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu 
kepentingan perlindungan hale atas kekayaan intelektua1 dan 
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

.,. ....... 
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Pendokumentasian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 
a. pendeskripsian infonnasi dan dokumen yang dilakukan oleh Sadan 

Publik dengan membuat ungkapan/penjelasan untuk rnasing jenis 
informasi; 

b. pemveritikasian informasi yaitu setiap informasi dan dokumen 
diveritikasi sesuai dengan jenis kegiatannya; 

c. pemeriksaan keaslian/kebenaran informasi dan dokumen yaitu setiap 
infonnasi dan dokumen dilakukan pemeriksaan untuk menjamin 
keaslian/kebenaran informasi dan dokumentasi melalui verifikasi 
informasi dan dokumentasi oleh setiap Sadan Publik; 

d. pemberian kode infonnasi yaitu setiap informasi dan dokumen 
dicantumkan kode untuk mempermudah pencarian informasi yang 
dibutubkan melalui metode pengkodean yang ditcntukan oleh masing­ 
masing Sadan Publik; 

e. pengumpulan dan penataan informasi yaitu setiap infonnasi dan 
dokumen dikumpulkan dan ditata agar informasi dan dokumentasi 
lebib sistematis. 

Pasal 22 

Bagian Keempat 
Pendokumentasian 

(3) Dalam bal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dilakukan, informasi yang dikecualikan menjadi infonnasi publik pada 
saat berakhimyajangka waktu pengecualian. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lama 30 (tiga pulub) hari kerja sebelum berakhimya jangka waktu 
pengecualian. " 

(I) Infonnasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu 
pengecualiannya menjadi informasi publik yang dapat diakses oleb 
Pemohon lnformasi Publik dengan penetapan dari PPID. 

Pasal 21 

(2) Pengubahan klasifikasi infonnasi yang dikecualikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) hanya dapat clilakukan berdasarkan pengujian 
konsekuensi. 

(1) PPIO atas persetujuan Bupati dapat rnengubah klasitikasi informasi 
yang dikecualikan. 

Pasal 20 

Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat antar Badan 
Publik atau intra Badan Publik yang berkaitan dengan informasi yang 
dikecualikan ditetapkan berdasarkan kelentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

•' 

Pasal 19 
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(6) Keberatan Pemohon lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dicatat dalam Register Kebcratan scbagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII Peraturan Bupati ini. 

'(7) Mckanisme permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
scbagaimana tercantum dalam Larnpiran VIII Peraturan Bupati ini. 

(5) Pemohon lnformasi dapat mengajukan kcbcratan atas penolakan 
Sadan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kcpada Bµpati 
dengan menggunakan format sebagaimana tcrcantum dalarn Larnpiran 
Vl Peraturan Bupati ini. 

(4) Apabila Sadan Publilc mcnolak pemohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) wajib mcmbcritahukan 'kepada pemohon dcngan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 
Peraturan Bupati ini. 

(1) Pcmohon informasi mengajukan permohonan informasi publik kcpada 
Sadan Publik mcnggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran ll Peraturan Bupati ini. 

(2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dlcatat dalam 
Register Permohonan lnformasi Publik sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Ill Peraturan Bupati ini, 

(3) Apabila Sadan Publik mcncrima pemohonan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mcmberitahukan kepada pcmohon dengan 
mcnggunakan format sebagaimana tercantum dalom Lampiran IV 
Peraturan Bupati ini. 

Pasa.124 

Paragraf2 
Proscdur Pelayanan 

(3) Informasi Publik yang dikccualikan didasarkan pada pengujian atas 
konsckucnsi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kcpada 
masyarakat dan pcrtimbangan yang seksama bahwa rnenutup 
lnformasi Publilc dapat mclindungi kepentingan yang lcbih besar 
daripada mcmbukanya atau sebaliknya. 

(1) lnformasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat dipcroleh 
Pemohon lnformasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, 
dan dapat diakses dengan mudah. 

(2) lnformasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan 
Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan, kepatutan, dan kcpentingan umum. 

Pasa.123 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kellina 
Pelayanan 

,. 
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Pasal 28 

(1) PPID bertanggungjawab dalarn: 
a. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan 

dokumentasi; 
b. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan 

informasi; 
c. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 
d. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; 
e. penetapan prosedur operasional penyebarluasan infonnasi publik; 
f. pengujian konselruensi; 
g. pengklasilikasian informasi dan/atau pengubahannya; 
h. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka 

waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat 
diakses; dan 

i. penetapan pertimbangan tcrtulis atas setiap kebijakan pelayanan 
akses informasi. " 

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 
26, PPID berwenang: 
a. menolak membcrikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan 

kerja yang rnenjadi cakupan kerjanya; 
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPIO 

Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 
d. menentukan at.au menet.apkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses 

old! publik; dan 
e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta 

memelihara informasi dan dokumentasi. 

Pasal 27 

PPID mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pcngumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 
b. menyimpan, mendolrumentasikan, rnenyediakan dan memberi 

pelayanan informasi kepada publik; 
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; 
d. melakukan uji konselruensi atas informasi yang dikecualikan; 
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan 
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses olch 

masyarakat. 

Pasal 26 

(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan 
Pemerintahan Daerah ditetapkan PPJD dengan Keputusan Bupati. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat 
struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi 
publik. 

.. BAB IV 

PPID 

Pasal 25 

... 
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PPIO Pernbantu mempunyai tugas dan wewenang membantu tugas dan 
tanggung jawab PPID serta menyampaikan infonnasi dan dokumentasi 
kepada PPID secara bcrkala dan sesuai kebutuhan. 

Pasal 32 

(3) Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di lingkungan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleb PPlO yang 
dibantu olch Sekretariat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi yang 
ditetapkan oleh PPID. 

(2) PPID Pembantu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan 
pada masing-masing Badan Publik. 

(I) Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab PPID dibentuk 
PPID Pembantu dan Sekretariat Pengelola lnformasi dan Dokument.asi 
yang ditctapkan dengan Kcputusan Bupati. 

Pasal 31 

PPID menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 30 

(2) Dalam melaksanakan tugas PPJD wajib mcnerapkan pnnsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikaJ dan horisontal 
baik ke dalam maupun antar Badan Publik sesuai dengan tugas pokok 
masing-masing. 

(1) PPID dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan pri.nsip-prinsip 
manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan 
bidang tugas masing-masing. 

Pasal 29 

(4) PPID bertanggungjawab kepada Bupati meialui Sekretaris Daerah. 

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan lnformasi Publik yang 
dimiliki oleh setiap Badan Publik dalam rangka pembuatan dan 
pemutakhiran Daftar lnformasi Publik setclah dimutakhirkan oleh 
pimpinan masing-masing Sadan Publik sekurang-kurangnya l (Satu) 
kali dalam sebulan. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), PPJD mengkoordinasikan pengumpulan seluruh 
informasi publik dari setiap Badan Publik yang meliputi: 
a. infonnasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
b. infonnasi yang wajib tersedia setiap saat; 
c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, 
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(3) Sekretariat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi mempunyai 
hubungan kerja yang bersi!at media narasi bagi PPIO dan/atau PPID 
Pembantu. 

(1) PPIO Pembantu mempunyai hubungan kerja yang bersifat 
subkoord.inasi bagi PPID. 

(2) Tim Pertimbangan Pelayanan lnfonnasi mempunyai hubungan kerja 
yang bersifat koordinasi bagi PPID dan/ atau PPID Pembantu. 

Pasal 35 

(2) Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada masing-masing 
Badan Publik dalarn menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh 
petugas Pengelola Data Elektronik, petugas Badan Koordinasi 
Hubungan Masyarakat dan arsiparis yang terdapat pada masing­ 
masing Sadan Publik. 

(1) Sekretariat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi mempunyai tugas 
membantu PPID dan/atau PPID Pembantu dalam rangka: 
a. pengidentifikasian dan pengumpulan informasi dan dokumentasi 

pada masing-masing Sadan Publik; 
b. pengolahan, penataan dan penyimpanan informasi dan 

dokumentasi pada masing-masing Badan Publik; 
c. pengklasiftkasian dan pengujian informasi dan dokumentasi yang 

tennasuk dalam kategori yang dikecualikan dan infonnasi yang 
dibuka untuk publik; 

d. penyampaian hasil pengujian infonnasi dan/atau dokumentasi 
sebagaimana d.imaksud huruf c kepada Tim Pertimbangan Layanan 
Infonnasi melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh Tim 
Pertimbangan Layanan Infonnasi; 

e. percncanaan dan persiapan pelaksanaaii pengelolaan informasi dan 
dokumentasi pada masing-masing Sadan Publik; 

f. pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan 
informasi dan dokumentasi; 

g. pelaksanaan evaluasi pengelolaan infonnasi dan dokumentasi pads 
masing-masing Badan Publik; dan 

h. penyusunan dan penyampaian hasil pelaksanaan pengelolaan 
infonnasi dan dokument.asi kepada PPID dan/atau PPID Pembantu. 

(3) Sekretariat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), d.ibcntuk dengan Keputusan PPrD Pembantu. 

Pasal 34 

(2) Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten 
Purworejo menjalankan fungsi sebagai Sekretariat Pengelola lnformasi 
dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. ,. 

(1) Dalam rangka membanru tugas dan tanggung jawab pengelolaan 
infonnasi dan dokumentasi pada masing-rnasing Badan Publik, PPID 
Pembantu dapat membcntuk Sekretariat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi pada masing-masing Badan Publik. 

Pasal 33 

,. 



17 

(2) Upaya penyelesaian banding oleh Komisi lnformasi melalui proses 
mediasi dan/ atau ajudikasi 

(1) Pemohon lnformasi yang menolak Keputusan Tim Pertimbangan 
Pelayanan lnfonnasi terkait keberatan yang diajukannya dapat 
mengajukan banding kepada Komisi lnformasi. 

Pasal 40 

Susunan kcanggotaan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari: 
c. Kctua adalah Sekretaris Daerah 
d. Sekretaris adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat 

Dacrah Kabupaten Purworejo; 
e. Anggota Tetap yang terdiri: 

1. Asisten Sekretaris Daerah; 
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupatcn Purworcjo; 
3. Inspektur Kabupaten Purworcjo; dan 

f. Anggota Tidak Tetap yang berasal dari Sadan Publik yang terkait 
dengan materi informasi. 

Pasal 39 

Tim Pertimbangan Pelayanan lnformasi mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. mernbahas dan memberikan rekomendasi pengklasifikasian informasi 

kepada PPID sebagai dasar penetapan oleh PPID; 
b. memfasilitasi penyelesaian dan memutuskan sengketa informasi publik; 

dari 
c. melakukan kegiatan dalam rangka mendukung PPID/PPID Pembantu 

melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumcntasi 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Pasal 38 

Tim Pertimbangan Pelayanan Infcrmasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 mempunyai fungsi: 
a. pengambilan kcputusan sengketa infonnasi publik; dan 
b. pengusulan rumpun kategori informasi publik. 

Pasal 37 

Dalam rangka mendukung pelayanan informasi bagi masyarakat dapat 
dibentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal36 

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI 

·1 BABV 

.. 
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(2) Untuk melaksanekan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintahan Daerah membangun dan mcngembangken sistem 
informasi dan dokumentesi pengelolaan informasi publik yang depat 
diakses dengan mudah. 

(I) Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau 
menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya 
kepada Pcmohon lnfonnasi Publik, selain informesi yang dikecualikan 
sesuai pereturan perundang-undangan. 

Pasal 42 

(4) lnformasi publik yang tidak dapat diberikan oleh PPID den PPID 
Pcmbantu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a, informasi yang dapat membahayekan negara; 
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha 

dari persaingan usaha tidak sehat; 
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 
d. infonnasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; den/ atau 
e. informasi yang belwn dikuasai atau didokumentasikan. 

(3) PPID den PPID Pcmbantu berhak menolak memberiken informasi 
publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) lnformasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada eyat (1) 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

(1) PPID den PPID Pcmbantu berhak menolak memberiken informesi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangen. 

Pasa.141 

HAK DAN K.EWAJIBAN 

BABVl 

(5) Keputusan Komisi lnformasi dalam proses ajudikasi antara pemohon 
informasi den Baden Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
bersifat final den mengikat yang berisi: 
a. menutup sebagian atau seluruh infonnasi; atau 
b. membuka sebagian atau seluruh informasi. 

(6) Mekenisme penyelesaian · oleh Komisi lnformasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran lX Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Keputusan Komisi lnformasi dalam proses mediesi antara pemohon 
informasi dan Sadan publik bersifet final den mengikat epabile 
disepakati oleh Pemohon lnformesi dan Badan Publik. 

(4) Apabile Pemohon lnformesi atau Baden Puolik tidek sepekat terhadap 
Keputusan Komisi lnformasi dalem proses mcdiesi sebagaimana 
climaksud pada ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian sengketa 
melalui proses ajudikasi. 

,.. 
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Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Pernerintahan Daerah, 
memenuhi persyaratan: 
a. mencantumkan identitas yangjelas; 
b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; 
c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang 

clibutuhkan; 
d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan 

dokumentasi. 

Pasal 45 

Pcmohon informasi dan dolrumentasi meliputi: 
a. perseorangan; 
b. kelompok masyarakat; 
c. lernbaga swadaya masyarakat; 
d. organisasi masyarakat; 
e. partai politik; atau 
f. baden publik lainnya. 

Pasal 44 

PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASJ 

BAB Vlll 

(2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diakses oleh setiap Pemohon lnformasi Publik. 

(1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi 
Publik, Baden Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap 
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon 
Informasi Publik. 

• Pasal 43 

PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN BADAN PUBLIK 

BAB VU 

(5) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (4) Baden Publik dapat memenfaatkan sarana 
dan/atau media elektronik dan non elektronik. 

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain 
memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, den/atau 
pertahanan den keamanan negara. 

(3) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap 
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi 
Publik. 

.. 

r 
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BUPATI PURWOR&JO, 

Ttd. 

MAHSUN ZAIN 
Diundangkan di Purworeio 
pada tanggal 28 Jun! 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

Tu!. 

TRI HANDOYO 

SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI! NOMOR 23 

Ditetapkan di Purworcio 
pada tanggal 28 Juni 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 48 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pejabat 
Pengelola lnfonnasi dan Dolrumentasi Kabupaten Purworcjo (Serita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 4), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 47 

KETENTUAN PENUTUP 

BABX 

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan inforrnasi dan 
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 46 

PENDANAAN 

BAB IX 



MAHSUNZAIN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

lNFORMASl PUBLIK 
I 

l ,I. 
Terbuka I Dikecualikan 

• 
Wajib disediakan Wajib diumumltan Wajlb tersedia Berdasarkan 

dan Serta mcrta Setlap aaat permintaan 
diumumknn Berkala 

[ Pasal 9 UUKJP I [ Paaal 10 UV KlP I I Pasal II uu KJP I [ Pasal 22 UU KIP I 
IAf'onnul""" - 

.......... _ 
lafoo-.i JUI 4Jlaa.r btecori 

proutlr -- 
...,.,.,._ ...... ..._ tenelloattempi 

dlUla ..... olela MR:a dt-wbe oa.lt ---- louballllormul 
bdu pabll.lr. pa1lq ..... p,;Wlk_ ··- ,. ... dlbeull.lr.u. 
tldak 6 bulu aebll aerta merta b.reu. kepeda pemoboa 
1"rpatuq pada •••:,upat 1,aJat peda eeat dlmilltD. 
olklua prodllbl ...... , ........... JU. 
illlormul. ' 

Menglle.mbot Mcngancam KAI() Membaru\yakan Mengungkap Menigikan proses pcncgakan dnn Rahaaia Biaoia penabanan clan kebyoan kelllhonru, 
hukum keamanan nepra alam ekonomi nasional 

indoneaia 
Pasal 17 Paw 11 Pasal 17 Pa18l 17 Pasal17 d Hun,f a UU KIP Huruf b UU KIP Huruf c UU KIP Huruf d UU KIP I luru! e UU KIP 

' ' 
Mcrugikan Mungung)c:ap alt1a Rabuia Memorandum/ Berdasarlran 
hubungan otcntik pribedi pnl>e.di surut-surat Sadan Undang·Undnng I\Jar ncgcri dan wasiat Publikyang tidak boleh 

bcrsifat rnhuaia diun .. u ...... 

[ =/~KIP I I Pasa111 Paaal 17 JPJ Pasal 17 Pasal 6 ayat 13) 
Hururruu KIP Huruf l UU KIP 'I Hurufi UU KIP Hurur i uu KIP 

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK 

,, 
LAMPIRANI 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR : 25 TAHUN 2012 
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAi 
DANDOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTI 
KABUPATEN PURWOREJO 

,. 



~ . ~ .. 

MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Ketcre.npn: 
• Diisi oleh pcwps berdaaarkan nomor regjatraai pcrmohonan lnlorma.i Publik 
w Pilih salah 181\1 denpn memberi tanda f'I) 

( , 
Nama dan Tanda Tangan 

( ) 
Nama dan Tande Tanpn 

Pcmohon lnformasi 

Cara Mcndapall<an Salinan lnformasi" : I. O Mcngambil LAngsung 

2.o Kurir 

3.0 Poa 

4.o Fak•imili s.o E-mail 

....................... (tcmpal), /wnwol, bulan, dan tahun/ 

Cara Mcmpcrolch lnformaoi" 1.0Mclihat/mcmbaca/mcndcngarkan/Mcncatat 

20 Mendapatkan salinan informesi 
(hardcopy I sofloopy) 

'l'ujuan Penggunoan lnfonnasi 

Rincian lnformasi yang dibuwhJcan: . 
{UlmbahAn kertu bila perlul 

NomorTclq,on/E-mall 

Alamat 

Noma 

lnama i.dall publik dan olamat. nomor leltipon, falulimlll, email Oikn ada)I 

FORMUUR P£RMOHONAN INFORMASI 

No. Pcndallaran (diisi~f: . 

FORMAT FORMUUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PIJRWOREJO 
NOMOR: 25 TAHUN 2012 
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 
WNOKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PIJRWOREJO 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

VI. Apabila Pemollon lnlonnn ridak flUII$ dengan kepuwsan 111,osan PPID, make pemohon informasi dapat 
mengajukan kobentan kepada Komlal Informal dalam jangka waktu 14 (empat bel11I h1ri kt,J. 
Hjak diterimanya l<epul\lsln 11asan PPIO dell Pemohon lnformasl Publlk. 

v. Apabila P9mollOl1 WonMli lidll< - dlngan kspllUM blldan Publlk (mlul: menobk 
permlnwn Andi 1tau mwnberikan hanya Mblgi1n yang dlmlmal, maka pemohon infoonasi dapat 
mengajukan kabeman kepada -n PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluhl hari kerja sejak 
pem,ohonan lnformasi dildakldi!emukamya atsan kebetatan tainnya. Atasoo PPID wajib membeokoo 
tanggapan IOl1iJis - kebe<aun ~ disjukan Pomohon lnl<lmlasl setambal-lambalnya 30 (t!gl 
puluhl heri kal1a Mjll< ~ pengljlJ8l1 keberllten dalarn regllde, keberalan. 

•••••••••••••••••••••••ooOOOOOOOoOOoOOOOOOOOOO .. OHO,OOOOO,,oo,OoO,OO,,Ooo,o000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

..................................................................................................................................... 

.. 
IV. Biaya yang dikenuan bagl pennlntaan ates sainan infoonasi berdasarkan sural keputusan Plmplnan 

Sadan Publilc adalah (dili selUli deogan llnt kepu!Ulan Plmplnan Sadan Pub!k) 

Ill. Pemohoo lnfonnasi bertlalt mendapatken pembefflahuan tertulla tentang dherima atau tidaknya 
pennohonan 1nfonnesl dalem je,igka wal(tu 10 (Mpuluht hari ka,J. sejak dlterimanya permohonan 
lnloonasi cleh a.dan Pldk. Sadan Publil< dapsl memperpanjang waktu unwk memberi jawaban te<tulls 
1 x 7 lwl l!Mja. dalem hal : nommi ,a,,g dimlnta beun ~ilddokumonlaSiltanlbeun dapl1 
dlpui,sltan apekal1 inlon'n8Si ya,1g cln*1la ~ iilo<masi yang di<ecualikan atau tidalt . 

II. PASTIKAH ANDA MEHOAPAT TAHDA BUKTI PERMOHONAH INFORMASI BERUPA NOMOR 
PENOAFTARAN KE PET\JGAS INFORMASUPPIO. Biia landa bukti pem,ohonan lnformasl lidak 
diberikan. 18nyal<an kepedt peb,gm inlonwi efessrny11. nu,gkln pennintean infonnesi anda turang 
lengkap. 

I. l'emoi- ~lfo. .. .aoi ...,_ "'** .......u Miuruh infonwi Yln!I ber.cla di Bldan Puillik 
~uall (a) lnlonraoi 181111 ...... doJlta clan ciberun "8peda pemohon info<masi dapal: Menghamb8I 
proses penegakan lucurn; Menggarw, kepenlingan pedndu,g;an halt - kel<ayaan inlolel<tual dan 
periindungan dari p,nair,gan usaha lidM ,et,at; Metnbahayaken pertanahan dan keamonan Negara: 
Mengungkap kekayaan alam I~; Metugbn ketohanan ekonomi nasional: Merugikan 
kepentirigan hubung8n ur negeri; Mengungl<ap iei akla otentlk yang berlifat pribadi dan kemauan 
leralchir ataupun wasial ~ ~ laN$NI pribadi; Memorandum Glau IUral•OU<al anlar 
Sadan Pubilt llau rn Badin Pldk yang menunA sllatnya dirrri•kan kecuai alas putusan Komisi 
lnfoonri ll8u Po,~c lnlomMi yang tillll< boleh diungkap ~ Undang-Undallll, (b) 
Sadan Publil< kla dapal 11•111>e!b1 inlonwi yang beun dikUMai _, didol<umen4aabn. 

~k-hak P9mohon lnformnl 
Berd1111'kan Undang.Unda1111 Homo, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfol'INlsl Publik 

Di a.mi,, __ -bo ... laformul 
Dltttalr; lafonoul lleribt : 



;. J 

MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

No Tl) Nama - Norn or Pdcl'rjAll Inform•· TujURD 5<aw• lnfonnMi Btntulc Jffli1 Ptnnohona.n Keputu· Alaan llorldanT..._i Bloya& C&ra 
JContak n ,none Pcnggu· lnfomiali .... Peno LI· Pcm boy•- 

Otmlnt• nun Yana kan 
lnformael OON•~ 

Dlbewab lk.tum Soft Hon! Mclilal/ Mt':min· Pcmb<r! - Bl.aye c.r. Pcn··- Dtdoku· copy <Op)' M-· ... ·tahuan rlon 
Yo 1'ldak mt:ntasikan tah.ui ealinan 1'ertuli, lnlonnali 

KETERAIIGAII: 
Nomor : dilsi tenta.ng nomor pendafta.ran permohonan lnform.asl Publik. 
Tan811>'1 : diiai tenr.ang tangp.l permohon•n ditcrima. 
Nama : diiti tcnta.na nama fTcmohon. 
Alamat : duti tc.ntan.1 atama Jcn~kap d•n ;c.la, Pcmohon ln(ormael untuk mcmudahk.An ron,lrtman inronna,i public yang dlminta. 
Nomor Kontak : diisi ~ntang nomor kon k (nomor tdepon('axlmlli/telepon oeluler/email Perno on nrormaol Publlk. 
F\ek~rjaan : diioi ~ntang peke?aan Pcmohon ln!romaa Publik. 
lnformasi Yang Diminta : diiai tc:ntang detai informasi yang diminta. 
Tujuan Penggunaan lnfonnnsi : dii.si tcnta.n.g tujuan/nlaaan pennfonan dan ~nggunaan lnformaaL 
Status Laporan : diilli derm mcmberikan tanda I . Bila tido.k dibiwah penguuu.n, tuliskan Badan Publik lain.JWJll menguasni bila diketahui, oeouai dengan 

Benruk lnfonnasi Yang Dikuasal 
isian di ormulir pembcrite'1uan rlis. 

: diisi dengan mernberikan tanda I , 
Jcni.s Permohon•n : diisi dengan memberikan tanda • 
Kcputuun : diisi sesuai dengan isi keputusan daJam pemberitahuan tertulia. 
Alaoan Penolakan : diisi tent.an& alas an pcnolakan o.leh atasan PPIO. 
Hari dan Tanggal : diisi tentang 

a.Harl dazt ia.n~l penyem~iancr.;mberita.huan tertuJie eebap.lmana dimakaud dalam Pasal 22 Undane·Undan! No. 14£2008 tent.an§. 
Kclert>ukaa.n nformasl Pu.blik an Pcrature.n ini. Waktu pcmbcritahuan tcrtulls ~up mcnanda.kan wa tu f:ino akan In ormasi apab1 
pennohonan dltolok. Dcngan ka,a laln, dolam hai ini permohonan lnlonnul put> le ditoLlk, ma~bcri ahuun tcrtulia iru ""ma dcngon 
~nolakan. b. &ri dan tanfv':l pemberian in(orrnui kepad• ramohon ln(ormHI Publik. ,"'6> 

Biaya & C..ra Pembayaran : dus, ~ntana b aya yo.na diburuhkan oena perinc annya dan cara pembayaran yang dilaku . . 

FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK* 

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 25 TABUN 2012 
TENTANO 
PEDOMAN PENOELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINOKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 



MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

lnarna bNan publik clan .i..m.t. oomor 1cltpon. fakaimili. ,mall Olktl tl(_loll 
Logo 

PEMBEf'.rTAIIUAN TERTUUS Blldlln 
Publlk 

Purworcjo, ................ 20 ....• 

Berdasarlra.n pcrrnohonan lnforrnaai pada 1angpl ... bu Ian ... tahun . .. dcngan nomor 
pcndaftaran• .......... Kami menyampaikan kcpada Saudara/i: 
Noma ................................................................................................. 
Ala mat ................................................................................................ ........................................................ .. ................•. .. ·············· .... 
Nomor Tclcpon/e-mail . ······························································································· ............................................................................................... 
pemberitahuan sebogai bt:rilrut 
A. lnformasi Daeet Dibenlca.n 

No. Hal-ha! terkait lnformaai Publik Keteranaan 
I. Pcnguasaan lnformasi Publik" 0 Kami 

0 Bada.n Publik lain, yaitu ... 

2. Bentuk 6sik yang tersedia .. 0 Sojlcopy/salinan elektronik 
0 H, · saJinan tertulis 

3. Biaya yang dibutuhlcan- 0 P=yalinan Rp ... x (jwnlah lembaran) • Rp ... 
0 P=gjriman Rp ... 
0 Lain-lam Rp ... 
Jwnlah Ro. ........... 

4. Waktu oenvediaan ....• ha.ri 
5. Pct\jelasan pcngbitaman/pc:ogaburan inforrnasi yang dimohon - (tambahan kertas 

bila perlu) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

B. lnformasi Dapat Diberikan: .. B lnformasi yang diminta belum dikuas.ai. 
lnformasi yang dimlnta belum didokumcntao,l<an. 
Penyediaan infonnasi yang belum didokumentasilcan dtlakukan dalam jangka 
waktu ........................ 

. ...................... (tempal), ............................ (tanggal, bulan, don tahun] 

PPID/PPLD Pcmbantu 

( ............................. ) 
Na.ma dan Taoda Tangao 

Keterangan: 
• Disi sesuai dengan nomor pendaftara.n pa~ formulir permohonan. 
•• Pilih salah satu dc.ngan membt:ri tanda li'2,, 
... Bill,i'3 penyalinan (fotoko.f!re.tau di&kel) . /atau biaya pengiriman (khusus kurir dan ru· sesuai dcnpn stan biaya yang tclah ditetapkan 
.... ilea ada penghitaman infol1D8SI daJani suatu dolrumen, maka dibcrikan alasan 

g'[n~taman.nya. .. 
'11!,fprmasi yang dirninta ••••• is, dengan kcterangan waktu ye.ngjclas uatuk mc.nycgi_!!I 

.. 

FORMAT PEMl3ERJTAHUAN TERTULIS 

PENOELOLI\AN PELA YANAN 
DAN DOKUMENTASI DI 

PEMERINTAH KABUPATEN 

~~~BUPATI P\JRWOREJO 
NOMOR :25 TAHU?f 2012 
TENTANG 
PEDOMAN 
INFORMASI 
UNOKUNOAN 
P\JRWOREJO 

•I 



•I 

MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

( ) 
Nama dan Taoda TQngan 

PPIO/PPID Pembantu 

[ ft=patl, (tanggal, bulan, dan lllbun1•-1 

I --.... .. ,OIIMASIMOUK I 
Jika ~ Jntbc'lnui k~ MaS padabn ini maka Pnnobo,\ lnformMI dc,pu1 n>mgiYukan 
kebenlwt lr,poda -- Pl'll)(f'l'ID l\embontu -1*·-IDY" 39 {tip J)\lluh) bori ~,ja atjak 
mc:nnima $unwt Kep\lNNIII ini. 

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................... ............................................... ······ . 
Oahwa ~ r..l·,,._. di atu., mem.bub infonna.si tervbul dopot mcnbnbulkan 
kon11tkucniii ~ bcriku1 : 

1. 0 Fual 17 burur uu KIP ... 

'l. O Pa.a ...... UndAng•Undnng ....... 

PPID/Pf'ID Pt:ibbtmllv IDCIDUU.1.NCIIII babwa iruonnui yanc dknohoo ~ ~ 

I -·--CUAUl<M I 

Nom0<Telepoo(E-mail 

Nama 

No. Pendattaran : ..•.•...•...... ~ . 

SURAT KEPVl'USAH PPIO/PPID PEMBANTU 
TENTANG PENOI.\KAJi PERMOHONAN INFORMASI 

(Dama todsn publilt clan a1amat, oomor tdq)oo, fAlk>imili. email (jika adall 

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID/PPID PEMBANTU 
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN JNFORMASJ 

PENGELOLAAN PELAYANAN 
DAN DOKUMENTASI DI 

PEMERINTAH KABUPATE:N 

LAMPIRAN V 
PERAruRAN BUPA11 P\JRWOREJO 
NOMOR: 25 TAHUN 2012 
T£NTANG 
PE DOMAN 
INFORMASI 
UNGKUNGAN 
PURWOREJO 



MAHSUNZAIN 

BUPATC PURWOREJO, 

Ttd. 

~ .... ....., 
• Hornor re,:I.,.._ Pffllolli'u,an kd)a-aian diW bttdeMrkan bu.IN rqi1tcr peniajuRn kebcr~Um. 

ldt:ndta1 kuua 9C'*J'l()horl du.Ii jika NI pcmobonn)'II dan m('.l.afUpirkan Surnt Ku.-,n. 
Se.uai denp,n Pual 3S t1U KJP, dtpllih o&e.h pmM'J kCberAtA.n liCIIUOI clc.ngtUl Alfll !In 
kebemon :,,,ng dJauUl<An 
Diili aeouoi dfflpn ~mruanjoQc)ca- cl3lam UU KIP. 

--· T...,... diW dtnpn tangpl dit~ penp;uan. kebcrouu, y11itu ac:juk kcbcratan 
dieyatakan. lm&kllP aaulli dienpn bulcu rrgi&ter ptftpjUIUl kcberatan. 

-o.a.m. bal JcdlenlbD ~ 8t'CWa IMpung. maka ~um Jugn dhWldntnngn.nJ 
old> perur,u ,- - ,,...,_. ......... ...,,. . -- 

( ) 
Namn dnn Tat1<1n 'l"nnlfll\ 

•.........•.......•..• .(t~ ttAAggal, bulan, dan tnhun)_. . 

Oemikian kcbttatan ini ..,a. samp&ikan, etu pcrbauan dan tanggapanny11. aays ucapkwt ccrima -- D.HARI/TANGOAL TAIICOAPAII ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : jotmggal), 
jbulan), jlahWIJ (dl&si Old> petU"'31 - 

•••••••••OOOOOOOo .. •+• .. ••••+••••·•••H••••+o .... , .. ,-,oooooooooooooooooooo., .. o,o,Oo,ooo,,+oo,,,,,,,,,,,0,,00000000000000000000000000000., •••••• 

a. ~onan lnJorm.asi di tolak. 
b. lntormaai. bcdcala lido: diwdiakan. 
c. f\!:rmiutw imonmsi tidakdil gppi ;- 
d. Pam.iD1aan inb1uasi ctitangppi tidalc wbagpim,me 18DC diminta. 

e, ----~ubi. (. Biaya yang dikmakao tidak wajar 
g. lnfonnasi dlsampoiluu, mdd>ihijan&J<a wslctu yang ditemu!Qln. 

C.KASUS POSISI <t-boban ken.u bila pedu) 

Nomor Pendaftanm Pe, ii'.iiubonan 
Jnformasi 
'l\tiuon ""'-"""" lnfonnul 
ldenticn fffl'IObon 

N..,.. - Pd«,jaan 
N-«Tekpoo 

tdentitu Kuaaa ~ ... 
Nama - Nomo<Telepon 

/\. INFORMASI ~ KEBERATAN 
N<ooor Rq;.......,-... :.. - (dllal p<t11pai• 

1.o,. 
o.cia,, 
, ... bilk 

lnaa>a bodan pubtilc dan .,_.L - tdepon, laklimili, email Olk• adall 

NIQN'ATAl<Jt uaatATAX A1'i\S FtJU,IOHONAN LN,ORMASl 

FORMAT F'ORMULIR KEBERATAN 

v.MPIRANVJ 
PERATURAN RUPATI PIIRWOREJO 
NOMOR : 25 TA.HUN 2012 
TENTANG 
PEDOMAN PENOEl.OLAAN PELA YANAN 
INFORMASI DAN OOKUMENTASI 01 
UNOKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PURWOREJO 

•I 



MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWORl".JO, 

Ttd. 

FORMAT REGISTER KEBERATAN 

l'lelatjaan No. -· Tu:juan Alasan ~ua.n K.ebctatan Keputusa t_!atl 01.n 
T!U\8P.,p&.n No Tgl Nama - Nomor Tanggal Namadan 

Konblk - ~~ ~ CJ'ual 35 ayat (I) llU KIP) n auwn Pcmberian Poaiai Atasan Pemolion 
~'::" Pl'ID tftn~'!':A~la$ PP!D 1nrorm1!ud 

• n· c· n· .. r- . . 
UTSRAIIOAII: 
No : diiai c.e:ntana nomor regiltraai kebera.tan. 

Tf.'· : diiai tentang tangpl ~beratan diterima. 
uma : diiai lffltang Nama P\::mohon lnfonnasi Publik yant men~ukan kebttatan dan/atau kuasa.nya. 

Ala mat : dliai ten tang alamat lenllkap clan jelu Pffltohon In ormaal. 
Nomor Kontak : dilai tentang nomor koniak (nomor telepon(faxlmili/telepon aeluler/email Pemohon lnformaal Publlk. 
Pekcrjaan : dlili ientang pekcrjaan Pffltohon lnfromu Publik. 
No. ~ndan.aran pcrmohonan lnrormaai : diiai tcntang nomor =.naran peda form.u~ohonan informaai. Da1am hal keberatan karcna alasan informa1i yang tidak 

diumumurl eccara • rnaka kolom inl ak perlu dil1l. 
lnfonnasi YllJ1,g dlmlnta : diili denp.n informui yang dimlnta. 
,WUan Penggunaan lnforrnasi : diili tentang tujua_n/ali11 an pe~honan dan penggunu.n informaai. 
Aluan l'en1P1Juan J<cberatan IJ'a .. l 35 : dilai d~n mcmbcrilcan tanda ( aeauai alas an yang digunakan untuk men8Jljukan kcberatan ocbapimana Pasal 35 ayat (11 

Undant ndang l<eterbukaan lnformaai Publik. 
a. ~no .kan ataa rwrmlntaan lnformali berduarl<an alas an pcngecuallan oebagalmana dimak•ud dalam Pa8"1 17 Undang·Undang 

l<cterbukun In ormul Publlk. 
b. Tida': diocdlakannya lnformaai berkala. 
c. T\datc ditanga~ya ~ntu.n informui. 
d. Permintaan m rma tldak ditan~pi .. baplmana yang dlmlnta. 
e, Tidal< dlpcnuhlnya pcrmlntaan in ormatl. r. Penc,,nun l>"'>'1! yang tldak .... jar. i l'e'l)'Ompalan •nformaill yan/u melebihijangka waktu yang dlatur dalam Undang·Undang Kcterbuknan lnfonnasl Publlk. 

Kepuwsan etasan PAD : u.i de~ keputuoan yang iambll oleli AtaMn PP10. 
Hari dan Tangga.l Pe.mberian tanggapo.n : dilai ha dan tanggal pcmbcrlan tangppan atu keberatan. 
atas Ktberat:a.n 
Nama dan Posisi Atasan PPlO : dµai «!cngan aiapa pcjabat yang akan mcmbcrikan tangppan .. ,uai denpn kcwenan81Ull'.1a.ng{\df\,P".df\ SPO Badan l'ublik atau Pcjabat yong 
Tan--- ... - Pemohcn lnfr-asi .1[1~~~!'~!!tuk mewildll ataaan Pl'ID. , • • o..kt:t.. ......... ...._ ........ nn,n 

-. 

LAMPIRAN vn 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 25 TABUN 2012 
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 



MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

14 Ha.ti Kerja 14 Hari Kerja 

Pemohon Tidak Puas 

30 Hori Keria 

Tidal< 
M 

mohon informasi Dapat 
engajukan 

ohonan Penyelcsaian Scngl<cta 
nformasi publik kc Komisi lnformasi 

Permohonan 
Tidak 
Lengkap 

.__l __ Puu___,1./ 

l'ffllohon Puaa 

SELESAI I./ 
'-------' PPID/Pl'ID Pembamu 

~ 
Purusan Bupati 

rmohonan 

Menolak Mem~rlkan informasi 0 
...__________.- 3 
Pl'ID Memberikan Surat 
Pembcrl1Bh11111 Antara 
lain memuat : 
• Ada/tidaknya informui 
• Cam Pengiriman lnformasi 
· Biaya lnformasi 

10 hari kaja + 
l'o:rpanJ&na wutv 7 
hari mja denpn 

~bcntahuan tenuli, 

Mc.ngajukan © 
Keberatan -+ 5 

Me.ngajukan KeberatanG 
l Bupeti 

~, ~--s.....;----, . ...~ 
Mcngnjukan keberatan V 

PPID/PPID Pernbantu 

Pennohonan f'":'\ 
.__Lc=n=;;::,;:..---'-+ 0 

-G) · Menuliuurat 
• o..1ang i..npuna 
· Via in1<:me1/em&ll 

PEMOHON 
INFORMASI 

MEKANlSME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMEN 

Menzaiukan oennohonan 

PENGELOLAAN PELAYANAN 
DAN DOKUMENTASI DI 
PEMERINTAH KABUPATEN 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR : 25 TAHUN 2012 
TEN'I'ANG .. 
PEDOMAN 
INFORMASI 
LING KUN GAN 
PURWOREJO 

,.. 



MAKSUNZAIN 

BUPA11 PURWOREJO, 

Ttd. 

I I Mectiasi 

Putuaan Mediael 
14 harl kerj& actelah KomJel Informael : 
menertma pcnnohonan S.pak:at KOMISl pcnyel<esa.lan Sen&l<eta I Kesepakatan bersifat I INFORMASI lnformaal PubUk, dllalrukan FlKAL dan HENOIKAT upaya penyclcaalan 
eengketa Tfdak lnfonnasl publlk 

Sepakat I Putuaan ~ud:ikael I KomJel lnformaal: 

I Ajudikasi I • - M.!nutup sebagian atau 
seluruh informasi atau 

- Membuka sebagian atau 
seluruh informasi 

MEKANISME PENYELESAIAN SENOKETA INFORMASI PUBLIK 

LAMPIRAN lX 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR : 25 TA.HUN 2012 
TENTANO 
PEDOMAN PENOELOL.AAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
OOKUMENTASI DI LJNOKUNOAN PEMERJNTAH KABUPATEN 
PURWOREJO 

v 
' 


